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BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 

NOMOR Oj TAHUN 2024 

•. 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (8) 
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan komering Ulu Timur Nomor 
1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara 
Pemungutan Pajak Air Tanah; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten 
Ogan Ilir di Propinsi sumatera Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia T~un 2003 Nomor 152, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856) 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 
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6· Pernturan Pcmcrintah Nomor 35 Tahun 2023 tcntang 
l(etcntuan Umum Pajak Dacrah dan Retribusi Doerah 
(Lcmbnrnn Ncgnra Rcpublik Indonesia Tahun 2023 Nom?r 
85, Tnmbuhan Lem baron Negara R,cpublik I ndoneaia 
Nomor 6881); 

7. Peraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor 77 Tahun 2020 
tentnng Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Serita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

8. Peraluran Dacrah Kabupatcn Ogan Komering Ulu T~mu~ 
Nomor l Tahun 2024 tentang Pajak Dacrah dan Rctnbus1 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur Tahun 2024 Nomor l); 

9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 32 
Tahun 2023 tentang Kcdudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 32). 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN 
PAJAK AIR TANAH 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Timur. 
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur. 
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat 

BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya 
disingkat Kepala BAPENDA adalah Kepala Badan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur. 

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di 
bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan. 

7. Jnstansi Pemungut adalah Instansi yang oleh Peraturan 
Perundang-undangan diberi kewenangan untuk 
memungut Pajak Daerah. 

8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi 
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah , 
dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma 
kongsi, koperasi,yayasan, atau organisasi yang sejenis, 
lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bada~ 
usaha lainnya. 



9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

-3-

Pajak Dacrah adalah kontribusi wajib kcpada dacrah 
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bcrsifat mcmaksa berdasarkan undang-undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
dan digunakan untuk kcpcrluan dacrah bagj sebcsar­
besarnya kcmakmuran rakyat. 
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan mcliputi 
pcmbayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan scsuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan 
dan/atau pemanfaatan air tanah untuk digunakan 
orang pribadi atau badan, kecuali untuk kebutuhan 
dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. 
Sumber air adalah tempat wadah air baik yang berada 
diatas maupun dibawah permukaan laut 
Jenis sumber air adalah, jenis air tanah yang tcrdiri 
dari air tanah dalam; air tanah dangkal dan .mata air. 
Meter Air adalah alat yang berfungsi untuk mengukur 
jumlah air yang dipakai atau keluar dari sumber air 
Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah 
atau batuan dibawah pennukaan tanah. 
Volume adalah jumlah besaran air tanah yang diambil 
dan/ a tau dimanfaatkan dihitung dalam satuan meter 
kubik. 
Nilai perolehan air adalah nilai yang ditetapkan sebagai 
dasar perhitungan penetapan besaranya pajak air 
tanah. 
Harga Dasar Air adalah Harga Air Tanah persatuan 
volume yang akan dikenai Pajak Air Tanah, besamya 
sama dengan Harga Air Baku dikalikan dengan faktor 
nilai air. 
Harga Air Baku adalah biaya investa.si dala.m Rupiah 
untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besamya 
tergantung pada harga yang berlaku di daerah 
setempat dibagi dengan Volume pengambilan selama 
umur produksi dalam satuan meter kubik 
Faktor Nilai Air adalah suatu bobot nilai dari 
Komponen Sumber Daya Alam serta Peruntukan dan 
PengeJolaan yang besamya ditentukan berdasarkan 
subyek kelompok pengguna Air Tanah serta Volume 
pengambilannya. 
Non Niaga adalah setiap pengambilan air tanah yang 
pemanfaatannya tidak diusahakan (HIPPAM). 
Niaga adalah setiap pengambilan air tanah yang 
pemanfaatannya diusahakan atau berhubungan 
dengan usaha (Sadan Usaha). 
Industri dengan bahan baku air adalah pengambilan 
air tanah yang pemanfaatannya menggunakan bahan 
baku air untuk usaha produksi dengan melalui proses 
pengolahan sehingga memperoleh Nilai Tambah. 
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Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SPTPO adalah Surat Pemberitahuan dari 
Wajib Pajak yang berisi perhitungan besamya jumJah 
pengambilan dan atau Pemanfaatan air tanah. 
Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang 
menentukan besamya jumlah pajak yang terhutang. 
Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SSPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak 
untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak 
yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang 
ditetapkan oleh Bupati. 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan 
yang menentukan besamya jumlah pajak yang 
terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekura ngan 
pembayaran pokok pajak besamya sanksi administrasi, 
dan jumlah yang masih harus dibayar. 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan 
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak 
karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak 
yang terutang atau lidak seharusnya terutang. 
Surat Tagihan Pajak Daerah, yang sclanjutnya 
disingkat STPD, adaJah surat untuk melakukan 
tagihan pajak dan atau sanksi administrasi bcrupa 
bunga atau denda; 
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnyn 
disingkat NPWPD adaJah Nomor Pokok Wajib Pajak 
Daerah. 
Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HOA 
adalah harga Air Tanah yang akan dikenai Pajak yang 
besamya sama dengan harga air baku dikalikan faktor 
nilai air. 

BAB II 
DASAR PENGENMN PAJAK 

PasaJ 2 
(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah merupakan nilai 

perolehan Air Tanah 
(2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan faktor: 
a . jenis sumber Air Tanah; 
b . lokasi sumber Air Tanah; 
c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air 

Tanah; 
d. Air Tanah yang diambil dan/a ta u 

dimanfaatkan; 
e. kuaJitas Air Tanah; dan 
f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakiba tkan 

oleh penga.mbilan dan/atau pemanfaatan Air 
Tanah. 
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Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diformulasikan untuk perhitungan nilai perolehan 
Air Tanah yang dinyatakan dalam komponen: 
a. sumber daya alam; dan 
b. peruntukan dan pengelolaan 

Komponen sumber daya alam sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi f aktor: 
a. jenis sumber Air; 

b. lokasi sumber Air Tanah; dan 
c. kualitas Air Tanah. 
Komponen peruntukan dan pengelolaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, 
meliputi faktor: 
a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan 

Air Tanah; 
b. Air Tanah yang diambil dan/atau 

dimanfaatkan, dihitung dalam satuan meter 
kubik (m3) yang diperoleh berdasarkan 
angka Meter Air; dan 

c. tingkat kerusakan lingkungan yang 
diakibatkan oleh pengambilan dan/ a tau 
pemanfaatan Air Tanah berdasarkan pada 
zona konservasi Air Tanah. 

Pasal 3 
(1) Faktor jenis sumber Air dan lokasi sumber Air 

Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(4) huruf a dan huruf b, ditentukan oleh kriteria: 
a. ada sumber Air alternatif; atau 
b. tidak ada sumber Air alternatif 

(2) Sumber Air altematif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa jaringan perusahaan daerah air 
min um dan/ a tau terdapat sumber air permukaan 

(3) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c, ditentukan oleh 
kriteria: 
a. kualitas Air Tanah baik; atau 
b. kualitas Air Tanah tidak baik. 

(4) Sumber air altematif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a antara lain: 
a. jaringan perusahaan air minum Daerah; 

dan/atau 
b. terdapat sumber air permukaan. 

(5) Penentuan kualitas air tanah baik atau tidak baik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan 
sertifikat hasil pengujian laboratorium air yang 
terakreditasi 
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Pasul4 
(l) Komponcn peruntukan dan pengclolaan Air Tanah 

sebagaima na dimuksud datum Pasal 2 aynl (5) 
terbagi atas 5 (limn) kclompok pengguna Air Tanah 
yang ditetapkan dalam bcntuk pcngusahaan 
berikut: 
a. kelompok 1, merupaka n bentuk 

pengusahaan produk berupa air, meliputi ; 
1. pemasok air baku; 
2. perusahaan air minum; 
3. industri air minum dalam kemasan; 
4. pabrik es kristal; dan 
5. pabrik minuman olahan 

b. kelompok 2, merupakan bentuk 
pengusahaan produk bukan air termasuk 
untuk membantu proses produksi dengan 
penggunaan air dalam jumlah besar, 
meliputi: 
1. industri tekstil; 
2. pabrik makanan olahan; 
3. hotel bintang 3 (tiga), hotel bintang 4 

(empat) dan hotel bintang 5 (lima); 
4. pabrik kimia; 
5. industri farmasi; 
6. tempat pengolahan bahan beton;; 
7. pabrik kertas; 
8. pembangkit Listrik; 
9. Pabrik pengolahan kelapa sawit; 
10. Pabrik pengolahan karet; 
11. Pabrik gula. 

c. kelompok 3, merupakan bentuk 
pengusahaan produk bukan air termasuk 
untuk membantu proses produksi dengan 
penggunaan air dalam jumlah sedang, 
meliputi: 
1. hotel bintang 1 (satu) dan hotel 

bintang 2 (dua); 
2. usaha persewaan jasa kantor; 
3. permukiman komersial mewah/ real 

estate; 
4. pabrik es skala kecil; 
5. agroindustri; 
6. industri pengolahan logam; 
7. Pengembangan perumahan; 
8. Pabrik kemasan; 
9. Perternakan; 
10. Kehutanan; 
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11 . Perkclmnnn; 
12. Pcrtnninn; 
13. jnsu t rn nsportnsi. 

d. kclompok 4, mcrupnknn bcntuk pcngusnhnon 
produk buknn nir untuk mcmlmntu proses 
produksi dcngnn pcnggmu,un nir ciulom 
jumluh kccil, mcliputi: 
1. losmcn/ponclokon/penginapun/ 

rumah sewn; 
2. mess/ pcrumnhnn/ tcmpot 

knryawnn pcrusnhnnn; 

tinggol 

3. tempat hiburan; 
4. restoran; 
5. gudang pendingin; 
6. pabrik mesin elektronik; 
7. pencucian kendaraan bermotor; 
8. kolam renang; 
9. jasa pencucian pakaian. 
10. industri tekstil skala kecil; 
11. industri kimia skala kecil; 
12. industri furnitur skala kecil; 
13. perdagangan, pusat perbelanjaan dan 

mal; 
14. rekreasi tempat wisata. 

e. kelompok 5, merupakan bentuk 
pengusahaan produk bukan air untuk 
menunjang kebutuhan pokok, meliputi: 
1. usaha kecil skala rumah tangga; 
2. hotel non-bintang; 
3. rumah makan; 
4. rumah sakit; 
5. klinik; 
6. stasiun pengisian bahan bakar 

umum; 
7. stasiun pengisian bahan bakar gas; 
8. stasiun pengisian bahan bakar elpiji; 
9. tempat istirahat; 
10. Kantor badan usaha milik 

negara/badan usaha milik daerah· J 

11. percetakan; 
12. spa, salon dan karaoke; 
13. bcngkel kendaraan bermotor· , 
14. jasa pengiriman barang; 
15. gudang; 
16. perbankan;dan 
17. distributor. 
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Kclomptlk penAAunn Air Tnnnh sobogoimana 
dimuksud pndn c\ynt (1) bcrdnsnrknn tujuan don 
l>esnr pcnggunnnn Air Tnnoh scbngni bahan 
pendukung, buntu proses ntnu bnku utoma. 
Bupnti do.pnl mct\ycsuniknn kclompok pcngguna Air 
Tonnh sdmgnimnnn dimoksud padn ayat (2) 
berdnsnrknn kondisi Dncrnh dcngnn mcmpcrhntikan 
pcrsentnsc pcnggunnnn Air Tnna h pada hasil 
indus trinya. 

PnsalS 
( 1) Bcsamyn hnrga dasar air ditcntukan olch: 

a . Hargn Air Baku; dan 
b. Fnktor Nilni Air. 

(2) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a, dihitung bcrdasarkan biaya investas i 
untuk mendapatkan Air Tanah dengan volume yang 
dihasilknn atau diproduksi dalam masa umur 
ekonomis 

(3) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) disesunikan dengan bobot penggunaan 
komponen pcnggunaan Air Tanah sesuai dengan 
kelompok pcnggunaan Air Tanah yang dilakukan 
dan dihitung secara progresif. 

(4) Komponen sumber daya alam sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dibedakan menjadi 
4 (cmpat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot 

(5) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung 
secara cksponcnsia l dari nilai peringkatnya dengan 
ketentunn berikut: 

No Kriteria Peringkat Bobot 
1. Air Tanah kualitas baik, 4 16 

tadn sumber air nlternatif 
2. Air Tanuh kualitas baik, 3 9 

tidak adn sumber air 
~ltematif 

3. Air Tanah kualitas tidak 2 4 
oaik, adn sumbcr air 
altcrnatif 

4. Air Tannh kualitas tiduk 1 1 
bnik, tidak ada sumber air 
alternatif . 

(6) Komponcn pcruntukan dan pcngelolaan Air Tanah 
memiliki nilni berdasnrkan kclompok peruntukan 
don volume pengambilan yang dihitung secara 
progresif dcngan tabcl scbagai berikut: 
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Volume 51 - 501-No Pengam bilan 0 -50 m3 1001- >2500 
500m3 1000 

2500m3 m3 
Peruntukan m3 

1 kelompok 5 1 1.5 2.25 3.38 5.06 
2 kelo:mpok 4 3 4.5 6 .75 10.13 15.19 
3 kelompok 3 5 7.5 11.25 16.88 25.3 1 
4 kelompok 2 7 10.5 15.75 23.63 35.44 
5 kelompok 1 9 13.5 20.25 30.38 45.56 

(7) Nilai sebagairnana dimaksud pada ayat (5) dan ayat 
(6) dipakai sebagai faktor pengali terhadap 
persentase komponen sumber daya alam dan 
komponen peruntukan dan pengelolaan. 

Pasal 6 
(1) Unsur penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah 

sebagai dasar pengenaan Pajak diperoleh dengan 
cara mengalikan volume air yang diambil dan 
dimanfaatkan dengan Harga Dasar Air Tanah. 

(2) Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh 
dengan rumus berikut: 

NPA= (Volume Pengambilan) x HOA 

Pasal 7 
(1) Unsur penghitungan Harga Dasar Air diperoleh 

dengan cara mengalikan Faktor Nilai Air dengan 
Harga Air Baku 

(2) Cara Perhitungan Harga Dasar Air sebagairnana 
c:timaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus 
berikut: 

HOA = FNA x HAB 

Pasal 8 
(1) Unsur penghitungan Harga Air Baku diperoleh 

dengan cara pembagian antara biaya investasi 
dengan volume pengambilan selama umur produksi. 

(2) Cara perhitungan HAB sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut: 

HAB = biaya investasi 
volume pengambilan selama umur 

HAB untuk wilayah Daerah d1tetapkan sebesar 
Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per meter 
kubik. 
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Pasal 9 
(1) Besarnya Faktor Nilai Air diperoleh dari 

penjumlahan perkalian bobot komponcn sumber 
daya alam dcngan komponen pcruntukan dan 
pengelolaan. 

(2) Besamya bobot komponen sumbcr daya a lam 
dengan komponen peruntukan dan pengelolaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai 
berikut: 
a. sumber daya alam (S) sebesar 60% (enam puluh 

persen); dan 
b. peruntukan dan pengelolaan (P) sebesar 40% 

(empat puluh persen). 
(3) Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diperoleh dengan rumus berikut: 

FNA = 60% S + 40% P 

BAB III 
TATA CARA PEMUNGUTAN 

Bagian Kesatu 
Pendaftaran 

Pasal 10 
(1) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang melakukan 

pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah 
wajib mendaftarkan diri kepada BAPENDA untuk 
dikukuhkan sebagai Wajib Pajak. 

(2) Pendaftaran dilakukan dengan mengisi surat 
pendaftaran objek pajak. 

(3) Surat pendaftaran objek pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dan ditulis 
dengan benar, jelas dan lengkap serta 
ditandatangani oleh Wajib Pajak dan/ atau kuasanya 
untuk badan usaha dengan melampirkan : 
a. salinan identitas diri untuk Wajib Pajak 

perorangan; dan/ a tau 
b. salinan akte pendirian untuk Wajib Pajak 

badan usaha. 

(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
kepada Wajib Pajak diberikan NPWPD dan/atau 
NOP yang diterbitkan oleh BAPENDA. 

(5) Apabila Orang Pribadi atau Badan tidak melakukan 
pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala BAPENDA dan/ atau pejabat berwenan 
mengu!<'-1~ ~rang Pribadi atau Badan tersebu~ 
sebagai WaJ1b PaJak secarajabatan. 
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Pasal 11 
(l} Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi 

persyaratan subjektif dan objektif atau 
menghentikan/ menutup usahanya Bupati atau 
BAPENDA dapat melakukan penonaktifan atau 
penghapusan NPWPD dan/ atau NOP. 

(2) Penghapusan NPWPD dan/ atau NOP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib pajak rnengajukan 
permohonan kepada BAPENDA. 

(3) Dalarn hal Wajib Pajak rnasih rnerniliki piutang 
Pajak, pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan 
penghapusan NPWPD tidak dapat diterbitkan 

Bagian Kedua 
Pendataan 

Pasal 12 
(1) BAPENDA meJakukan pendataan objek Pajak atas 

dasar pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air 
Tanah 

(2) Pendataan objek pajak sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi 
Pendataan 

(3) Dalam rangka penghitungan Nilai Perolehan Air 
Tanah BAPENDA rnelakukan pendataan dan/atau 
pencatatan untuk mengetahui besarnya 
jumlah/volume pengambilan dan pernanfaatan Air 
Tanah yang digunakan oleh Wajib Pajak 
berdasarkan penggunaan Meter Air 

(4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
dicatat oleh petugas BAPENDA secara berkala. 

Bagian Ketiga 
Pengukur Debit Air 

Pasal 13 
(1) Jumlah debit air rnerupakan dasar penetapan 

volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan. 
(2) Pengukuran jumlah debit air sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan melalui 
pemasangan meter air. 

(3) Meter air atau alat pengukur debit air sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disediakan sendiri oleh 
wajib pajak. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak yang belum memasang meter 
air maka . pengukuran air dilakukan dengan 
memperhatikan kekuatan debit air dan penggun 
air dalam sehari atau sebulan. aan 
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(5) Dalam hal Meter Air rwmk, be1rnrnyH Jumloh 
pemanfaatan Air Tanah dapal berpcdomnn padA 
rata-rata pemakaian air sclama 3 (tlgn) bulnn 
terakhir dan/atau dapat bcrpcdomnn 
memperhatikan kckuatan debit ai r dan pcnggunmrn 
air dalam sehari atau sebulan. 

(6) Segala biaya yang ditimbulkan akibat adanya 
pemasangan meter air dan atau pcnggantian meter 
air sepenuhnya menjadi tanggungjawab wajlb pajak 

Bagian Kedua 
Penetapan Volume 

Pasal 14 
Penetapan volume pengambilan dan/ atau pcmanfaatan air 
tanah dilakukan oleh BAPENDA. 

Bagian Ketiga 
Ketetapan Pajak 

Pasal 15 
(1) Pajak Air Tanah dipungut dengan System Official 

Assessment yang penghitungan besarnya pajak 
terutang ditetapkan Bupati atau Kepala BAPENDA 
dengan menerbitkan SKPD surat pendaftaran objek 
pajak. 

(2) Bupati atau Kepa]a BAPENDA mcnetapkan Pajak 
terutang berdasarkan surat pendaftaran objck Pajak 
sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) dan ayat 
(3). 

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pcndaftaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), 

Bupati atau Kepala BAPENDA dapat mcncrbitkan 
SKPD Pajak terutang secara jabatan bcrdasarkan 
data yang diperoleh atau dimiliki oleh BAPENDA. 

(4) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau 
keterangan Iain ternyata jumlah Pajak yang terutang 
lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung 
b~rdasar.kan surat pend~_ftaran objck pajak yang 
d1sampaikan oleh WaJ1b Pajak sebagaimana. 
dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kcpala 
BAPENDA dapat menetapkan Pajak tcrutang dcnga.n 
menggunakan SKPD. -



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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Pnsnl 16 
Tnrif Pnjnk Air Tanah ditctapkan sebcsar 20% (dua 
puluh pcrscn). 
Octmrnyu Pajak tcrutong dihitung Berdasarkan 
pcrknlinn nntara tnrir Pajak dcngan Nilai Perolehan 
Air Tnnah. 
Pcrhitungan Nilai Pcrolchan Air 'fanah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) yaitu dengan mengalikan 
volume air yang diambil dcngan HOA. 
Kctentuan mcngenai contoh pcrhitungan Pajak Air 
Tanah tcrcantum dalam lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 17 
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat 

terutangnya pajak, Bupati atau Kepala BAPENDA 
a tau Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan : 
a. SKPDKB daJam haJ : 

1. Jika berdasarkan basil pemeriksaan atau 
keterangan lain, pajak yang terutang 
tidak atau kurang dibayar; 

2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada 
KepaJa BAPENDA atau Pejabat yang 
berwenang dalam jangka waktu 7 (tujuh) 
hari dan setelah ditegur secara tertulis 
tidak disampaikan pada waktunya 
sebagaimana ditentukan dalam surat 
teguran; atau 

3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak 
dipenuhi, pajak terutang dihitung secara 
jabatan. 

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru 
dan/atau data yang semula belum terungkap 
yang menyebabkan penambahan jumlah 
pajak yang terutang. 

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang 
sarna besarnya dengan jurnlah kredit pajak 
atau pajak tidak terutang dan tidak ada 
kredit pajak. 

(2) Jumlah kckurangan pajak yang terutang dalam 
SKPDKB scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi 
administratif berupa denda sebesar 1,8% (satu koma 
dclapan pcrsen) sebulan dihitung dari pajak yang 
kurang dlbayar atau terlambat dibayar untuk jangka 
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
dihitung scjak saat tcrutangnya pajak. 
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(3} Jum.Iah pajak yang terutang dalam SKPDKB 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l} huruf a angka 
3}, ditetapkan secara jabatan dengan dikenakan 
sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 
25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang 
terutang, ditambah sanksi administratif berupa 
bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) sebulan 
dihitung dari pajak yang kurang atau terlarnbat 
dibayar untukjangka waktu paling lama 24 (dua 
puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya 
pajak sampai dengan diterbitkan SKPDKB. 

(4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam 
SKPDKBT sebagai.mana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf b dikenakan sanksi administratif berupa 
kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah 
kekurangan pajak tersebut. 

(5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan 
sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum 
dilakukan tindakan pemeriksaan. 

Bagian Keempat 
Pembayaran 

Pasal 18 
(1) Pembayaran Pajak dapat dilakukan secara online 

maupun offiine. 
(2) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak Air 

Tanah yang terutang sekaligus dan lunas dengan 
menggunakan SSPD ke Kas Umum Daerah atau 
melalui tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati paling 
lama 1 (satu) Bulan setelah berakhir Masa Pajak. 

(3) Masa Pajak untuk Pajak Air Tanah sebagaimana 
dimaksud ayat (2) yaitu (satu) bulan kalender 

(4) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari 
Iibur maka batas waktu pembayaran jatuh pada l 
(satu) hari kerja berikutnya. 

(5) Pembayaran Pajak melalui bank, Wajib Pajak 
menerima tanda bukti pembayaran/ slip setoran dari 
bank yang telah divalidasi. 

(6) Tanda bukti pembayaran/slip setoran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) merupakan bukti setoran 
yang sah. 



(1) 

(2) 
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Pasal 19 
Pajak Air tanah yang terutang harus dilunasi paling 
lambat sampai dengan jatuh tempo pembayaran 
sesuai dengan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau 
STPD. 

Pajak Terutang yang tidak atau kurang dibayar 
setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 1 % (satu 
perseratus) per bulan, yang dihitung dari tanggal 
jatuh tempo sampai dengan pembayaran untuk 
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 
bulan. 

Bagian Kelima 
Pelaporan 

Pasal 20 
(1) Wajib Pajak Air Tanah mengisi SPTPD yang telah 

diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan 
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya 

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memuat jumlah pengambilan dan/atau 
pemanfaatan Air Tanah pada Masa Pajak yang 
dilaporkan 

(3) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan: 
a. rekapitulasi pengambilan dan/atau 

pemanfaatan Air Tanah untuk Masa Pajak 
yang bersangkutan; dan 

b. bukti setoran Pajak 
(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 

disampaikan kepada Kepala BAPENDA paling lama 
7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak 

(5) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila: 
a. tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau 

Penanggung Pajak 
b. tidak melampirkan dokumen a tau 

keterangan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (3). 

Bagian Keenam 
Penagihan 

Pasal 21 
(1) Apabila sampai tanggal jatuh tempo pembayaran, 

masih ada Pajak Air Tanah yang terutang, Bidang 
yang mempunyai fungsi penagihan melakukan 
penagihan. 
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(2) Penagihan pajak sebogaimana dimakRud p11d11 oyut 
(1) dilakukan terhndop pajak yang tcrutong dolnm 
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surnl Kcputwmn 
Pcmbetulan, Surat Kcputuson Kcbcroton dnn 
Putusan Banding. 

(3) Penagihan pajak scbagaimana dimaksud pada aynt 
(1), dilakukan dengan tcrlebih dahulu mcmbcrlkfln 
Surat Teguran. 

(4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
memuat: 
a. nama Wajib Pajak; 
b . besar utang pajak; 
c. perintah untuk membayar; dan 
d. saat pelunasan utang pajak. 

(5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diterbitkan paling lama 7 (tujuhJ hari sejak Raat 

jatuh tempo pembayaran pajak dan dalam jangka 
waktu 7 (tujuh) hari setelah ditcrimanya Surat 
Teguran, Wajib Pajak harus melunasinya. 

Pasal 22 
(1) Penagihan pajak dapat dilakukan sckctika dan 

sekaligus tanpa menunggu pembayaran apabila: 
a. Waj ib Pajak atau Penanggung Pajak akan 

meninggalkan Indonesia untuk sclama­
larnanya; 

b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak 
memindahtangankan barang yang dimiliki 
atau dikuasai dalam rangka menghentikan 
atau mengecilkan kegia tan perusahaan atau 
pekerjaan yang dilakukan di Indonesia; 

c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak 
atau Penanggung Pajak akan mcmbubarkan 
Sadan usahanya atau memindahkan 
perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya 
atau melakukan perubahan dalam bcntuk 
lain; 

d . Badan Usaha akan dibubarkan olch ncgara.; 
dan 

e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak 
atau Penanggung Pajak oleh pihak kctlga 
atau terdapat tanda-tanda kepailitan. 

(2) Surat Perintah Penagihan Sckctika dan Sckaligus, 
memuat: 
a. nama wajib pajak; 
b . besar utang pajak; 
c. perintah untuk mcmbayar; 
d. saat pelunasan utang pajak. 



(3) 

(4) 

(2) 

• l 7-

Sumt Pcrintnh PlHH1~ih11n Ht•kc•tik11 don St•lmliA"u~ 
ditc·rl>ltknn schclum pc•ncrbltnn ~urnt Pnksi\. 
Pclnksnn1111n pcnngihnn Nl'kt:lilrn <Inn scknligus, 
ctilnk:-mnnlmn sosunl clen~nn 1,el<'nlunn Pt' rnturnn 
PcnmctnnR•U11dnng11n. 

P t\SOI 23 
Surnt pnksn bl:t'kcpnlo kolo-kntn "DEMI I<ft~ADll,A~ 
88RDASARKAN l{l~TUIIANAN YANO MAHA h:SA 
tncmpi..myni kckuntnn ckscknlorinl dnn kcduduknn 
hukum ynng snmn dcngnn kcpulusun pcngndilnn 
yang lclnh n1cmput\yni kckuntnn hukum tctnp. 
Surat Pnksn paling scclikit mcmunl: 

L\. namo wnjib pttjok; 
b. dnsar pcnagihan; 
c. besnrnya utnng pajak; dnn 
d. perinlah untuk mcmbuyar. 

Pasal24 
(1) Surat Paksa diterbitkan apabila: 

a. Penanggung Pajak tidak mclunasi utang 
Pajak dan kepadanyn tclah diterbitkan Surnt 
Teguran atau surat lninya yang scjcnis; 

b. Terhadap Penanggung Pajak t.clah 
dilaksanakan penagihan sckctika dan 
sekaligus; 

c. Penanggung Pajak tidak mcmcnuhi 
ketentuan sebagaimana tercantum dalam 
keputusan persetujuan angsuran atau 
penundaan pembayaran Pajak; atau 

d. jumlah pajak yang masih harus dibayarkan 
tidak dilunasi dalam jangka waktu 
sebagaimana ditentukan dalam Surat 
Teguran atau surat lain yang sejenis. 

(2) Surat teguran atau surat lain yang sejenis diterbitkan 
apabila Pcnanggung Pajak tidak melunasi utang 
pajaknya sampai dengan ta.nggal ja.tuh tempo 
pembayaran. 

(3) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayarkan 
tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana 
ditentukan dalam Surat Teguran atau surat lain yang 
sejenis, ditcrbitkan dan ditagih dcngan Surat Paksa. 

(4) Pene~bitan Surat Paksa sebagaimana dimakstld ayat 
(1) dtlakukan oleh Pejabat dan Juru Sita Pajak 
s~tel~h lcwnt 21 (dua. puluh satu) hari sejak tanggal 
d1tcrima Surat Teguran atau surat lain yang sejenis 
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{S) Apabilajumlah pajak yang masih harus dibayar tidak 
dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua 
puluh empat) jam sesudah tanggal diterima Surat 
Paksa, Pejabat atau Juru Sita Pajak segera 
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan 
Penyitaan. 

(6) Setelah dila.kukan penyitaan dan Wajib Pajak betum 
juga metunasi hutang Pajaknya, paling lama 14 
(empat betas) hari kerja sejak tanggal diterima Surat 
Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat dan/ atau 
Juru Sita Pajak mengajukan permintaan kepada 
Kantor Letang Negara untuk melaksanakan Ielang 
atas barang yang disita. 

(7) Setelah Kantor Letang Negara menetapkan hari, 
tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru 
Sita Pajak memberitahukan dengan segera secara 
tertulis kepada Wajib Pajak. 

(8} Hasil pelaksanaan lelang lebih besar dari pada utang 
pajak dan biaya-biaya yang sah, kelebihannya 
dikembalikan kepada Wajib Pajak. 

Pasal 25 
( 1} Dal am hal tindakan penagihan sudah dilaksanakan 

namun tidak diindahkan oleh Wajib Pajak, maka 
BAPENDA dapat melakukan upaya penagihan lain. 

(2} Upaya penagihan lain sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I}, antara lain : 
a. pemanggilan Wajib Pajak; 
b. pengusulan pencabutan perizinan dan non 

perizinan usaha/kegiatan kepada penerbit 
dokumen perizinan dan non perizinan. 

(3} Pemanggilan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a adalah undangan kepada 
Wajib Pajak yang dilakukan sebelum atau setelah 
teguran disampaikan. 

(4) Pemanggilan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3} dapat dilakukan oleh Kepala BAPENDA 
atau instansi lain yang bekerja sama dengan 
Pemerintah Daerah. 

(5) Upaya penagihan lain sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b dilakukan setelah teguran ketiga 
diterima oleh Wajib Pajak. 

BAB IV 

KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK 

Bagian Kesatu 
Kedaluwarsa Penagihan 
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Pasal26 
(l) Hak untuk melakukan Penngihnn Pajak mcnjadi 

kedaluwarsa setclah mclampaui woktu 5 (limn) 
tahun terhitung scjak saat Lcruta ngnya Pojok, 
kecuali apabila Wajib Pajak mclakukan tindak 
pidana dibidang perpajakan. 

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak tertangguh npabilo: 
a. diterbitkan surat teguran dan/ a tau surat 

paksa; atau 
b. ada pengakuan utang pajak dnri Wajib 

Pajak, baik langsung maupun tidak 
langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau 
Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak 
tanggal penyampaian Surat Teguran dan/ atau Surat 
Paksa. 

(4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya 
menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan 
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran 
atau penundaan pembayaran dan permohonan 
keberatan oleh Wajib Pajak. 

(6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari 
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung scjak 
tanggalpengakuan. 

Bagian Kedua 
Penghapusan Piutang 

Pasal 27 
(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi 

karena hak untuk melakukan Penagihan sudah 
kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Penghapusan piutang Pajak yang sudah 
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lQgi 
namun belum kadaluwarsa dimasukkan k d 1 
d f · . k e a am a tar p1utang paJa yang akan dihapuskan. 
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(4) Piutang pajak yang tidak mungkin dapat ditagih lagi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a . Wajib Pajak tidak dapat ditemukan atau 

meninggal dunia dengan tidak meninggalkan 
harta warisan dan tidak mempunyai ahli 
waris, atau ahli waris tidak dapat 
ditemukan; 

b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta 
kekayaan lagi; 

c. Wajib Pajak pailit berdasarkan putusan 
Pengadilan, dan hasil penjualan hartanya 
tidak mencukupi untuk melunasi hutang 
pajak; 

d. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan 
pengurus, direksi, komisaris, pemegang 
saham, pemilik modal, atau pihak lain yang 
dibebani untuk melakukan pemberesan atau 
likuidator, atau kurator tidak dapat 
ditemukan; dan 

e. sebab lain sesuai hasil penelitian. 
(5) Untuk penghapusan piutang pajak, BAPENDA 

melakukan penelitian adrninistratif atau lapangan. 
(6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian. 
(7) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah 

piutang pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD 
atau dokumen lain yang dipersamakan dan STPD. 

(8) Penghapusan piutang pajak ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal 28 
(1) Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh 
Bupati berdasarkan Permohonan penghapusan 
piutang yang disampaikan oleh Wajib Pajak kepada 
BPPD. 

(2) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: 
a. nama dan alamat wajib pajak; 
b. jumlah piutang pajak; 
c. tahun pajak; dan 
d. alasan penghapusan piutang pajak. 

(3) Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
ayat (1) dan ayat (2) dapat diusulkan untu1c dihapus 
setelah adanya Berita Acara Hasil Penelitian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5). 
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(4) BAPENDA menyusun daftar usulan penghapusan 
piutang berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian. 

(S) Daftar usulan sebagaimana djmaksud pada ayat (4), 
disarnpaikan kepada Bupati untuk mcndapatkan 
persetujuan dan pcnetapan penghapusan. 

BABV 
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING 

Bagian Kesatu 
Keberatan 

Pasal 29 
(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada 

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap STPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan 
pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga. 

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat diajukan oleh perorangan dan/ a tau badan 
usaha dalam hal: 
a. Wajib Pajak merasa perhitungan Pajak tidak 

sebagaimana mestinya; dan/ atau 
b. terdapat perbedaan penaf siran dalam 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat 

(1) diusulkan secara tertulis dan ditujukan kepada 
Bupati melalui BAPENDA dengan ketentuan, sebagai 
berikut: 
a. setiap pengajuan 1 (satu) surat keberatan 

berlaku untuk 1 (satu) STPD/ SKPDKB/ 
SKPDKBT / SKPDLB/ SKPDN; 

b. pengajuan surat keberatan ditandatangani 
oleh Wajiib Pajak disertai asli STPD/ 
SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN yang 
diajukan keberatan; 

c. melampirkan nilai Pajak yang terutang 
menurut penghjtungan Wajib Pajak disertai 
dengan alasan yang mendukung pengajuan 
keberatannya;dan 

d. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 
sejak tanggal diterimanya STPD kecualj 
apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat 
menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak 
dapat dipenuhi karena keadaan di luar 
kekuasaannya. 

(4) Dalam hal .. surat. keberatan ditandatangani oleh 
bukan WaJtb Pa.iak melampirkan surat kuasa 
khusus. 
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(S) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan 
do.sar untuk memproses surat kebcraton yaitu : 
a. tanggal lerima sural keberatan, dalam hal 

disampaikan sccara langsung oleh Wajib 
Pajak atau kuasanya kepada petugas yang 
ditunjuk; atau 

b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, 
dalam hal disampaikan melalui jasa 
pengiriman dengan bukti pengiriman surat. 

(6) Dalam memeriksa usulan keberatan, BAPENDA 
dapat meminta bukti pendukung berupa: 
a. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi 

identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal 
dikuasakan; 

b. fotokopi Nomor Induk Berusaha; dan 
c. fotokopi bukti pendukung lainnya. 

(7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan 
untuk beberapa surat ketetapan Pajak dengan 
objek yang sama diselesaikan secara bersamaan 
oleh kepala BAPENDA. 

(8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan 
untuk surat ketetapan Pajak yang telah dilakukan 
tindakan penagihan pajak dengan surat paksa 
diselesaikan kepala BAPENDA atau pejabat yang 
ditunjuk. 

(9) Pengajuan keberatan yang telah dilakukan tindakan 
penagihan Pajak dengan surat paksa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (8) diajukan sebelum 1 (satu) 
bulan sejak surat paksa diterbitkan. 

(10) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah 
membayar paling sedikit sejumlah yang telah 
disetujui Wajib Pajak. 

(11) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, 
jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang 
belum dibayar pada saat pengajuan keberatan 
tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak 
tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. 

(12) Pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(13) Ketentuan mengenai permohonan keberatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantu . m 

(1) 

pada Lamp1ran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 30 
Pengajuan keberatan yang tidak 

. memenuhi 
~edtekntduan sde~agrumana dimaksud dalam Pasal 29 
ti a apat 1proses untuk disetujui. 



(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, 
jangka waktu pelunasan alas jumJah Pajak yang 
belum dibayar pada saat pengajuan keberatan 
tertangguh sampai dengan I (satu) bulan sejak 
tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan . 

Pasal 31 
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus membcri 
keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib 
Pajak sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 29. 
Dalarn memberikan keputusan atas keberatan yang 
diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk 
dapat melakukan pemeriksaan, meliputi : 
a. pemeriksaan dilakukan berdasarkan surat 

tugas dan hasilnya dituangkan dalam 
laporan basil pemeriksaan; dan 

b. dalam haJ dilakukan pemeriksaan di 
lapangan, pejabat yang berwenang dapat 
memberitahukan terlebih dahulu kepada 
Wajib Pajak secara tertulis tentang 
pelaksanaan penelitian di lapangan kepada 
Wajib Pajak 

BAPENDA meneruskan berkas pengajuan keberatan 
kepada Bupati daJam jangka waktu paling lama 10 
(sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat 
keberatan. 
Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) 
bulan sejak tanggal surat keberatan diterima. 
Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas 
keberatan dapat berupa: 
a. menerirna seluruhnya pajak yang terutang 

berdasarkan hasil pemeriksaan; 
b. menerima sebagian pajak yang terutang 

berdasarkan hasil pemeriksaan; 
c. menolak pajak yang terutang berdasarkan 

hasil pemeriksaan dengan pajak yang 
terutang dalam surat keputusan/ketetapan 
yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak ; 
atau 

d. menambah besarnya jumlah pajak yang 
terutang daJam hal pajak yang terutang 
berdasarkan hasil pemeriksaan lebih besar 
dari yang terutang dalam surat keputusan/ 
ketetapan yang diajukan keberatan oleh 
Wajib Pajak . 



(6) Apabiln jnngkn wnktu sclmguinumn dimnksud pnctu 
aynt (4) lclnh lcwnt <inn Oupnti ticink mcmbcri suntu 
keputusnn, kcbcrntnn ynng dinjuknn tcrscbut 
dinnggap diterimn. 

Pasnl32 

(1) Dalam hal pengajunn kcberntun PnjRk ctiknbulkan 
sebagian ntau seluruhnyn, kclcbihnn pembnyarnn 
Pajak dikembaliknn ctcngnn ditnmbnh imbnlnn 
bunga sebesar 0,6% (nol koma cna m perscn) per 
bulan dihitung dari Pajnk yang lcbih dibayar untuk 
jangka waktu paling lama 24 (dun puluh cmpal) 
bulan serta bagian dari bulnn dihitung pcnuh 1 
(satu) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 
diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan. 

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau 
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi 
administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh 
persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan 
keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah 
dibayar sebelum mengajukan keberatan 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Bagian Kedua 
Banding 

Pasal 33 
Wajib pajak dapat mengajukan banding atas Surat 
Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) 
paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima 
dengan melampirkan salinan Surat Keputusan 
Keberatan 
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia 
dengan alasan yang jclas. 
Pengajuan permohonan banding sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diajukan pada Pengadilan 
Pajak. 
Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada 
ayat (lJ menangguhkan kewajiban membayar Pajak 
sampa~ dengan 1 (sat_u) bulan sejak tanggal 
penerb1tan Putusan Banding. 
Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud p d 
ayat (1) dilaksanakan scsuai dengan ketcnt~a~ 
Peraturan Perundang-undangan. 



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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Pasal 34 
Jika Pengajuan keberatan atau permohonan 
Banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, 
kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan 
ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (Nol koma 
Enam persen) sebuJan untuk paling lama 24 (dua 
puluh empat) bulan. 
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 
Putusan Banding. 
Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau 
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi 
administratif berupa denda sebesar 60% (Enam 
puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan 
putusan banding dikurangi dengan Pajak yang telah 
dibayar sebelum mengajukan keberatan. 
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan 
Banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 
30% (tiga puJuh persen) sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 32 ayat (3) tidak dikenakan. 

BAB VI 
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN 

PEMBEBASAN 

Bagian Kesatu 
Pengurangan 

Pasal 35 
(1) Atas dasar pemohonan Wajib Pajak, Bupati melalui 

Kepala BAPENDA dapat memberikan pengurangan 
terhadap ketetapan Pajak yang tidak benar atau 
berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar 
Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(2) Kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dengan melihat kondisi 
Wajib Pajak yang mengalami kesulitan Iikuiditas 
sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya. 

Pasal 36 

(1) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 35 ayat (1) harus memenuhi 
persyaratan: 
a. tidak diajukan keberatan· 

' b. diajukan keberatan , 
dipertimbangkan; 

tetapi tidak 
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C tidak · scdang diajukan pennohonan 
pcngurnngnn atau penghapusan sanksi 
ndministrasi; 

d . diajukan pcrmohonan pengurangan atau 
pcnghapusan sanksi administrasi, tetapi 
dicabut oleh Wajib Pajak; 

e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat 
ketetapan pajak; 

f. permohonan harus diajukan secara tertulis 
dalam Bahasa Indonesia; dan 

g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib 
Pajak dan dalam hal surat pennohonan 
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, 
surat pennohonan terse but harus 
melampirkan dengan surat kuasa. 

(2) Permohonan pengurangan sebagaimana dirnaksud 
dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada 
Bupati melalui Kepala BAPENDA, dengan 
melampirkan: 
a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi 

identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal 
dikuasakan; 

b. dokumen pendukung yang dapat 
menunjukkan bahwa Pajak tidak benar atau 
dokumen keuangan yang menunjukkan 
kondisi sedang mengalami kesulitan 
keuangan,sehinggadapatdikurangkan;dan 

c. dokumen pendukung lainnya. 
(3) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1} dan ayat (2} diajukan paling lama 2 
(dua) bulan sejak tanggal diterima surat ketetapan 
pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak 
dapat dipenuhi karena keadaan di luar 
kekuasaannya. 

(4} Penyampaian permohonan pengurangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dapat 
dilakukan: 
a. secara langsung; 
b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat· 

' atau 
c. secara online melalui aplikasi perpajakan 

daerah. 
(5} Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar 

untuk mcmproses surat pcrmohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4} adalah: 



(6) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

a. 

b. 

c. 
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tanggal terirna surat dari Wajib Pajak, dalam 
hal disampaikan sccara langsung olch Wajib 
Pajak pada petugas Tempat Pelayanan 
BAPENDA; 

tanggal terima surat oleh BAPENDA, dalam 
hal surat permohonan disampaikan melalui 
pos atau j asa pengiriman lercatat; a tau 
tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara 
online, dalam hal disampaikan secara online 
melalui aplikasi perpajakan daerah. 

Ketentuan mengenai permohonan pengurangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 37 
Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan 
melakukan pemeriksaan permohonan pengurangan 
Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan 
sebagai.mana dirnaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan 
ayat (2). 
Permohonan pengurangan yang tidak memenuhi 
persyaratan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 36 
ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat 
permohonan sehingga tidak dipertimbangkan. 
Dalam hat permohonan pengurangan tidak dapat 
dipertirnbangkan sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(2), Kepala BAPENDA harus mengembalikan 
perrnohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya 
disertai alasan yang mendasari. 
Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat 
dipertimbangkan maka Wajib Pajak dapat 
mengajukan pennohonan kembali dengan 
memenuhi persyaratan sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2). 

Pasal 38 
Dalam rangka memeriksa permohonan pengurangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), 
Kepala BAPENDA dapat meminta dokumen, data, 
dan/ atau informasi yang diperlukan melalui 
penyampaian surat permintaan dokumen, data 
dan/atau informasi lainnya. ' 
Dokumen permintaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus dipenuhi Wajib Pajak paling Jama 5 
(Hrna) hari kcrja sejak tanggal surat permintaan 
diterima. 
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(3) Dalam pemeriksaan lebih Ianjut permohonan Wajib 
Pajak, Kepala BAPENDA dapat meminta keterangan 
tarnbahan kepada Wajib Pajak dengan 
menyampaikan surat pennintaan keterangan 
tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan 
keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling 
lama 7 (tujuh) hari. 

(4) Dalarn hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian 
atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (3), permohonan 
pengurangan tetap diproses sesuai dengan 
dokumen, data, informasi, dan/ a tau keterangan 
yang ada atau yang diterima. 

Pasal 39 
(1) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagairnana 

dimaksud Pasal 37 ayat (1), Bupati melalui Kepala 
BAPENDA memberi keputusan atas permohonan 
pengurangan dalam jangka waktu paling lama 3 
(tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan 
pengurangan diterima. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa menerima atau menolak permohonan 
Wajib Pajak. 

(3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bu.Ian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah 
terlampaui tetapi Bupati atau Kepala BAPENDA 
tidak memberikan keputusan, permohonan 
pengurangan dianggap diterima dan diterbitkan 
keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak 
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

Bagian Kedua 
Keringanan 

Pasal 40 

(1) Atas dasar pemohonan Wajib Pajak, Bupati 
dan/ atau Kepala BAPENDA dapat memberikan 
keringanan pembayaran Pajak terutang sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau 
Kepala BAPENDA. 
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(2) Pemberian keringanan pembayaran Pajak terutang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : 
a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau 

pelaporan Pajak; dan/atau 
b. pemberian fasilitas angsuran a tau 

penundaan pembayaran Pajak terutang atau 
Utang Pajak dalam SKPDKB atau SKPDKBT, 
STPD, Surat Keputusan Banding, Keputusan 
Peninjauan Kembali. 

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau 
pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang 
mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak 
tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada 
waktunya. Perpanjangan batas waktu pembayaran 
atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a dapat diberikan Bupati atau Kepala 
BAPENDA secara jabatan yang ditetapkan dalam 
keputusan Bupati atau Kepala BAPENDA. 

(4) Pemberian fas ilitas angsuran atau penundaan 
pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak 
sebagaimana dima.ksud pada ayat (2) huruf b 
dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami 
kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak 
sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi 
kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya 

(5) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau 
penundaan pembayaran Pajak terutang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati 
memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam 
pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir. 

Pasal 41 
(1) Permohonan keringanan Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) harus memenuhi 
persyaratan: 
a . permohonan diajukan secara tertulis dalam 

Bahasa Indonesia kepada Bupati atau Kepal 
BAPENDA disertai dengan alasan dan buk~ 
yang mendukung permohonan • , 

b. surat permohonan keringanan pemb . . ~aran 
PaJak sebagrurnana dimaksud pada h ruf 
paling sedikit memuat: u a, 

I. ~ama dan alamat wajib pajak; 
2. Jumlah utang Pajak yang dimohonkan 

pengangsuran, rnasa angsuran dan 
besarnya angsuran. , 



(2) 

(3) 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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jumJn11 utung Pnjak yung dimohonkun 
pcnunciann pcmboynrnn don jangko 
wnktu pcnundann; 
ditancintnnguni olch Wojib Pnjnk, don 
dnlam hnl dltnndatangani olch buknn 
Wajib Pnjnk hnrus melcunpirkan surot 
kunsa; 
1 (satu) surat pcrmohonan untuk 1 
(satu) surat kctctapan; 
tidak mcmiliki tunggakan Pajak 
tahun-tahun sebelumnya; dan 
meJampirkan fotokopi surat ketctapan 
yang dimohonkan kcringanan. 

Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari 
kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, kecuali 
apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapnt 

menunjukkan bahwa bates waktu pcngajuan tidak 
dapat dipenuhi karena keadaan di luar 
kekuasaannya; 
Penyampaian permohonan pengurangan Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
dilakukan: 
a. secara langsung; 
b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; 

atau 
c. secara online melalui aplikasi perpajakan 

daerah 
(4) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar 

untuk memproses surat permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) adalah: 
a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam 

hal disampaika.n secara langsung oleh Wajib 
Pajak pada petugas Tempat Pelayanan 
BAPENDA; 

b. tanggal terima surat oleh BAPENDA, dalam 
hal surat permohonan disampaikan melalui 
pos a tau jasa pengiriman tercatat; atau 

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara 
ortline, dalam hal disampaikan secara online 
melalui aplikasi perpajakan daerah. 

Pasal42 

(1) Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan 
melakukan pemeriksaan permohonan keringa 

"b p . k I nan WaJ1 aJa ~ang te ah memenuhi persyaratan 
sebagaimana d1maksud dalam Pasal 41 ayat (1). 



(2) 

(3) 

(4) 
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Pennohonan keringanan yang tidak memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 41 
ayat (1), dianggap bukan sebagai surat permohonan 
sehingga tidak dipertimbangkan. 
Dalam hal permohonan keringanan tidak dapat 
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling 
lama 15 (Lima belas) hari kerja sejak tanggal 
diterimanya surat pennohonan harus 
mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak 
atau kuasanya disertai alasan yang mendasari. 
Dalam hal permohonan keringanan tidak dapat 
dipertimbangkan, Wajib Pajak dapat mengajukan 
permohonan kembali sepanjang memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 
ayat (1). 

Pasal 43 
( 1) Dalam rangka pemeriksaan permohonan keringanan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), 
Kepala BAPENDA dapat meminta dokumen, data, 
informasi yang diperlukan melalui penyampaian 
surat permintaan dokumen, data dan/ atau 
informasi lainnya. 

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus dipenuhi Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari 
kerja sejak tanggal surat permintaan diterima wajib 
pajak. 

(3) Dalam rangka memeriksa lebih lanjut atas 
permohonan Wajib Pajak, Kepala BAPENDA dapat 
meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak 
dengan menya.mpaikan surat permintaan 
keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus 
memberikan keterangan yang diminta dalam jangka 
waktu paling lama 5 (lima) hari. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian 
atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (3), permohonan kcringanan 
Pajak terutang, tetap diproses sesuai dengan 
dokumen, data, informasi dan/ atau keterangan 
yang ada atau yang diterima. 
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Pasal 44 
(1) Setelah dilakukan pemeriksaan permohonan 

keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 

ayat (1), Kepala BAPENDA memberikan keputusan 
atas pennohonan keringanan, dalam jangka waktu 
paling lama 30 (Tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal 

surat permohonan diterima. 
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat berupa menerima atau menolak permohonan 

Wajib Pajak. 
(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari 

kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah 
terlampaui dan Bupati atau Kepala BAPENDA tidak 
rnemberikan keputusan, permohonan dianggap 
diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai 
dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka 
waktu paling lama 5 (lima) hari kerja. 

Pasal 45 

(1) Dalam hal permohonan keringanan diberikan dalam 
bentuk fasilitas angsuran pembayaran atau 
penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 
(2) huruf b, diatur dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. jangka waktu pengangsuran paling lama 24 

(dua puluh empat) · bulan sejak 
diterbitkannya surat keputusan persetujuan; 
dan 

b. masa pengangsuran dimulai setelah tanggal 
jatuh tempo atas surat ketetapan yang 
pembayarannya dimintakan pengangsuran. 

(2) Dalam hal permohonan keringanan diberikan dalam 
bentuk penundaan pembayaran terutang 
sebagaiman~ dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) 
huruf b, d1atur dengan ketentuan jangka waktu 
penundaan pembayaran paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan sejak diterbitkannya surat keputus an. 

Pasal 46 

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan 
pengurangan, pembetulan, banding atau p • . ' • erunJauan 
kembali atas ketetapan atau keputusan terk ·t U 
Pajak yang telah diterbitkan keputusan pe 

81 
tang ngangsuran 

pembayaran atau penundaan pembayaran k , eputusan 
pengangsuran pembayaran atau penundaan b pem ayaran 
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tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai 
dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. 

Pasal 47 
(1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk 

mengangsur atau menunda pembayaran belurn 
diterbitkan keputusan, dan kepada Wajib Pajak 
dimaksud diterbitkan surat keputusan yang 
mengakibatkan kelebihan pembayaran atau 
pemberian irnbalan bunga, kelebihan pembayaran 
atau pemberian irnbalan bunga terlebih dahulu 
harus diperhitungkan dengan utang Pajak dirnaksud 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­
undangan. 

(2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak 
dan/atau pemberian imbalan bunga tidak 
mencukupi untuk melunasi utang Pajak yang 
diajukan permohonan pengangsuran a tau 
penundaan, jumlah utang Pajak yang 
dipertimbangkan untuk diberikan keputusan 
pengangsuran atau penundaan adalah jumlah utang 
Pajak setelah dikurangi dengan kelebihan 
pembayaran pajak dan/ atau pemberian imbalan 
bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 48 
(1) Dalam hal permohonan untuk mengangsur atau 

menunda pembayaran Pajak sudah diterbitkan 
suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud 
diterbitkan surat keputusan yang mengakibatkan 
kelebihan pembayaran dan/ atau pemberian 
imbalan bunga, kelebihan pembayaran dan/ atau 
pemberian imbalan bunga terlebih dahulu harus 
diperhitungkan dengan sisa utang Pajak yang 
belum diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak 
dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk 
melunasi sisa utang Pajak yang telah diterbitkan 
keputusan pengangsuran, besarnya angsuran dan/ 
atau masa angsuran dari sisa utang p • ak 
ditetapkan kembali dengan ketentuan: aJ 
a. besarnya angsuran dan denda administ t'f . ra 1 

setiap masa angsuran tidak lebih dari 
besarnya angsuran dan denda adm' . . m1stratif 
yang telah d1tetapkan dalam 
keputusan sebelurnnya; dan surat 
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b. 
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masa angsuran paling lama sama dengan 
sisa masa angsuran yang telah ditetapkan 
dalam surat keputusan sebelumnya. 

Dalam hal besamya kelebihan pembayaran Pajak 
dan/ atau pemberian imbalan bunga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk 
melunasi utang Pajak yang ditunda, Wajib Pajak 
tetap harus melunasi utang Pajak tersebut sesuai 
dengan jangka waktu penundaan. 

Pasal 49 
(1) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang 

menyebabkan utang Pajak menjadi lebih besar atau 
lebih kecil atas utang Pajak yang telah diterbitkan 
keputusan pengangsuran pembayaran, masa 
angsuran dan besamya angsuran dari saldo utang 
Pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan: 
a . besamya angsuran dan denda administratif 

setiap angsuran disesuaikan; dan 
b. masa angsuran paling lama sama dengan 

sisa masa angsuran yang telah disetujui. 
(2) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang 

menyebabkan utang Pajak menjadi lebih besar atau 
lebih kecil atas utang Pajak yang telah diterbitkan 
keputusan penundaan pembayaran, Wajib Pajak 
tetap wajib melunasi utang Pajak sesuai dengan 
jangka waktu penundaan. 

Pasal 50 
(1) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau 

masa angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
49 ayat ( 1) dilakukan dengan prosedur: 
a. Kepala BAPENDA memberitahukan kepada 

Wajib Pajak atau kuasanya mengenai 
perubahan saldo Utang Pajak serta 
permintaan usulan perubahan 
pengangsuran; 
Wajib Pajak atau kuasanya haru 

"k s menyampa1 an . usulan perubahan 
pengangsuran palmg Jama s (lima) hari k . 

'ak 1 CIJa scJ tangga pemberitahuan sebagai 
dimaksud pada huruf a; dan mana 

b. 

Bupati atau Kepala BAPENDA menerbitkan 
perubahan keputusan peng . angsuran 
pembayaran PaJak berdasarkan u ul 

. "k .. s an yang 
d1sampa1 an oleh WaJib Pajak pall lam 
(I. ) h · k · ng a 5 1ma an ClJa sejak tanggal dit . 
usulan Wajib Pajak. enmanya 

c. 
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(2) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b Kepala BAPENDA 
tidak menerima usulan perubahan pengangsuran 
dari Wajib Pajak, Bupati atau Kepala BAPENDA 
menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran 
pembayaran Pajak secara jabatan dengan 

ketentuan: 
a. besarnya angsuran adalah saldo Hutang 

Pajak dibagi dengan sisa masa angsuran; 

dan 
b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran 

yang telah disetujui. 

Pasal 51 
(1) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan 

pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga 
sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari 
jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk 
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 
(satu) bulan. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak mc::ngajukan banding atau 
peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan 
terkait Utang Pajak yang telah diterbitkan 
keputusan pengurangan, pengangsuran atau 
penundaan pembayaran, keputusan pengurangan, 
pengangsuran atau penundaan tetap berlaku dan 
Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka 
waktu yang telah ditetapkan. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Bagian Ketiga 
Pembebasan 

Pasal 52 
Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat 
memberikan pembebasan Pajak terutang sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau 
Kepala BAPENDA. 
Pembebasan Pajak terutang sebagaimana dimaks d 
pada ayat (1) diberikan terhadap Pajak Paj: 
terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT STPD S . • , urat 
Keputusan Banding atau Surat Keputu 
Peninjauan Kembali. san 

Pembebas~ Paj~ . dapat diberikan kepada Wa"ib 
Pajak apabila tel)adi keadaan kahar (fiorce . lJ 

(fi 
ma;eure) 

Keadaan kahar on:::e majeure) seba . · 
dimaksud pada ayat (3) meliputi: gaunana 
a. bencana alam; 



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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b. kebakaran; 
c. kerusuhan massal atau huru-hara; 
d. wabah penyakit; dan/ atau 
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan 

Kepala Daerah. 

Pasal 53 
Permohonan pembebasan Pajak terutang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) 
harus memenuhi persyaratan: 
a. tidak diajukan keberatan; 
b. diajukan keberatan, 

dipertimbangkan; 

tetapi tidak 

C. 

d. 

e. 

f. 

g. 

tidak sedang diajukan permohonan 
pengurangan atau penghapusan sanksi 
administrasi; 
diajukan permohonan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administrasi, tetapi 
dicabut oleh Wajib Pajak; 
1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) 
SKPDKB, SKPDKBT; 
permohonan harus diajukan secara tertulis 
dalam Bahasa Indonesia; dan 
surat permohonan ditandatangani oleh Wajib 
Pajak dan dalam hal surat permohonan 
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, 
surat permohonan harus melampirkan 
dengan surat kuasa. 

Permohonan pembebasan Pajak terutang 
diajukan 

Kepala 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
secara tertulis kepada Bupati atau 
BAPENDA, dengan melampirkan: 
a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi 

identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal 
dikuasa.kan; 

b. dokumen pendukung yang dapat 
menunjukkan bahwa u sahanya telah 
bangkrut, sehingga dapat dibebas kan; dan 

c . dokumen pendukung lainnya. 
Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dan ayat (2) diajukan paling lama 3 
(tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat 
ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu tidak da at 
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. P_ 
Penyampaian pennohonan pembebasan p .ak 

b . dim a.J 
terutang se agrumana aksud pada ayat (3) d 
dilakukan= apat 
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a. secara langsung; 
b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; 

atau 
c. secara online melalui aplikasi perpajakan 

daerah 
(5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar 

untuk memproses surat permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) adalah: 
a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam 

hal disampaikan secara langsung oleh Wajib 
Pajak pada petugas Tempat Pelayanan 
BAPENDA; 

b. tanggal terima surat oleh BAPENDA, dalam 
hal surat permohonan disampaikan melalui 
pos atau jasa pengiriman tercatat; atau 

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara 
online, dalam hal disampaikan secara online 
melalui aplikasi perpajakan daerah. 

Pasal 54 
(1) Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan 

melakukan pemeriksaan permohonan pembebasan 
Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan 
ayat (2) . 

(2) Pennohonan pembebasan yang tidak memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 
ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai 
permohonan sehingga tidak dipertimbangkan. 

(3) Dalam hal permohonan pembebasan tidak dapat 
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Bupati dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) 
hari kerja sejak tanggal diterimanya surat 
permohonan harus mengembalikan pennohonan 
kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan 
yang mendasar. 

(4) D_al~ hal permohon~ pembebasan tidak dapat 
dipertunbangkan sebagannana dimaksud pada a t 
(2), Wajib Pajak ~asih dapat mengaju~ 
perm oho nan kembal1 sepanjang rnem hi 

b 
. enu 

persyaratan se agrumana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2). 
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Pasal 55 
(l) Dalam rangka rnerneriksa perrnohonan pembebasan 

sebagaimana dirnaksud dalarn Pasa1 54 ayat (1) , 
Kepala BAPENDA dapat meminta dokumen, data, 
dan/ atau inforrnasi yang dipcrlukan melalui 
penyampaian surat permintaan dokumen, data, 
dan/atau informasi lainnya. 

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
harus dipenuhi Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari 
kerja sejak tanggal surat permintaan diterima. 

(3) Dalam rangka memeriksa lebih Ianjut atas 
pennohonan pembebasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala BAPENDA dapat meminta 
keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan 
menyampaikan surat pennintaan keterangan 
tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan 
keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling 
lama 5 (Lima) hari sejak surat diterirna sebagaimana 
disebut dalam surat permintaan keterangan 
tambahan. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian 
atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3), permohonan pembebasan 
Pajak terutang sebagairnana dimaksud dalam Pasal 
52 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, 
data, informasi, dan/ atau keterangan yang ada 
atau yang diterima. 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal 56 
Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud datam Pasal 54 ayat (1), Bupati 
memberikan keputusan atas permohonan 
pembebasan Pajak dalam jangka waktu paling lama 
12 (dua betas) butan sejak tanggal diterimanya surat 
permohonan 
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa menerima atau menotak permohonan 
Wajib Pajak 

Apabila dalarn jangka waktu 12 (dua betas) bul 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tel:~ 
terlampaui dan Bupati tidak memberikan 
keputusan, permohonan pembebasan d ' . . . 1anggap 
d1tenma dan Bupati menerbitkan ke t 

. pu usan 
pembebasan sesua1 dengan permohonan W .. 

'ak dal . k k aJtb 
PaJ 'akamb Janakgh_a wa_ tu paling lama 1 (satu) 
bulan seJ er 1rnya Jangka waktu seb , 
dimaksud pada ayat (1). agaimana 
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TATA BAB VU 
CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH 

Bagian Kesatu 
Pembetulan 

Pasal 57 
{l) Kepala BAPENDA atau pejabat berwenang dapat 

membetulkan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT 
atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam 
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/ atau 
kesalahan hi tung dan/ atau kekeliruan penerapan 
ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang­
undangan Perpajakan Daerah terhadap permohonan 
wajib pajak. 

(2} Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1} meliputi kesalahan dalam penulisan: 
a. Nama; 
b. Alamat; 
c. NPWPD; 
d. nomor surat ketetapan pajak; 
e. jenis pajak; 
f. tanggal jatuh tempo; dan 
g. masa pajak dan/atau tahun pajak. 

(3) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi kesalahan dalam penjumlahan dan/atau 
pengurangan dan/atau perkalian dan/atau 
pembagian suatu bilangan. 

(4) Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu 
dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. .kekeliruan dalam penerapan tarif;atau 
b. kekeliruan penerapan sanksi administratif. 

Pasal 58 

(1) Permohonan pembetulan sebaga.imana dimaksud 
dalam Pasal 57 ayat (1) harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu} 

ketetapan pajak; 

b. diajukan secara tertulis da1am Bahasa 
Indonesia disertai alasan yang mendukung 
permohonannya; 

c. permohonan disampai.kan kepada Kepala 
BAPENDA; dan 

d. surat permohonan ditandatangani oleh Wa'ib 
Pajak, apabila wajib pajak tidak b ~ 

d . 1sa 
menan atangani surat permohonan maka 
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dapat dikuasakan dengan melampirkan 
surat kuasa. 

(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada 
Kepala BAPENDA dengan melampirkan: 
a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi 

identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal 
dikuasakan; dan 

b. dokumen pendukung lainnya. 
(3) Permohonan pembetulan diajukan paling lambat 10 

(sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat 
ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(4) Penyampaian permohonan pembetulan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan: 

(5) 

(6) 

(1) 

(2) 

a. secara langsung; 
b. melalui pas atau jasa pengiriman tercatat; 

atau 
c. secara online melalui aplikasi perpajakan 

daerah. 
Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar 
untuk memproses surat permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) adalah: 
a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam 

hal disampaikan secara langsung oleh Wajib 
Pajak pada petugas Tempat Pelayanan 
BAPENDA; 

b. tanggal terima surat oleh BAPENDA, dalam 
hal surat permohonan disampaikan melalui 
pos atau jasa pengiriman tercatat; atau 

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara 
online, dalam hal disampaikan secara online 
melalui aplikasi perpajakan daerah. 

Ketentuan mengenai bentuk dan 1s1 fomulir 
pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum pada Lampiran IV yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 59 
Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan 
melakukan pemeriksaan permohonan pembetulan 
Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan 
ayat (2) . 
Permohonan pembetulan yang tidak memenuh • 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5~ 
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ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai 
permohonan sehingga tidak dipertimbangkan. 

(3) Dalam hat permohonan pembctulan tidak dapat 
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Kepala BAPENDA harus mengcmbalikan 
permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya 
disertai alasan yang mendasari. 

(4) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat 
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan 
kembali sepanjang memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud daJam Pasal 58 ayat (1) dan 
ayat (2). 

Pasal 60 
( 1) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), Kepala BAPENDA 
memberi keputusan atas permohonan pembetulan 
dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 
sejak tanggal surat permohonan pembetulan 
diterima. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa menambahkan atau mengurangkan 
jumlah pajak yang terutang atau memperbaiki 
kesalahan dan kekeliruan a tau menolak 
permohonan Wajib Pajak. 

(3) Apabila jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah 
terlampaui, tetapi Kepala BAPENDA tidak memberi 
keputusan, permohonan pembetulan dianggap 
dikabulkan dan Kepala BAPENDA menerbitkan 
keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan 
Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak 
berakhirnyajangka waktu. 

(1) 

(2) 

Pasal 61 

Dalam hal tidak ada permohonan dari Wajib Pajak 
tentang kesalahan hitung sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 57 ayat (1) dalam surat ketetapan 
pajak, maka Kepala BAPENDA membetulkan 
kesalahan terse but secara jabatan. 
Apabila keputusan pembetulan atas permohonan 
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 
ayat (3) masih terdapat kesalahan, maka Kepala 
BAPENDA dapat melakukan pembetulan at 

W "b P, k as permohonan aJI aJa maupun secara jabatan. 
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Bagian Kedua 
Pembatalan 

Pasal 62 
Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karcna 
jabatannya, Kepala BAPENDA dapat membatalkan 
SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD Pajak Air 
Tanah yang tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Pasal 63 
Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 62 harus memenuhi persyaratan: 
a . tidak diajukan keberatan; 

tetapi tidak b. diajukan keberatan, 
dipertimbangkan; 

c. tidak sedang 
pengurangan/ 
administrasi; 

diajukan permohonan 
penghapusan sanksi 

d. diajukan permohonan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administrasi, tetapi 
dicabut oleh Wajib Pajak; 

e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat 
ketetapan pajak; 

f. permohonan harus diajukan secara tertulis 
dalam bahasa Indonesia; dan 

g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib 
Pajak dan dalam hal surat permohonan 
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, 
dilampiri dengan Surat Kuasa. 

Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada 
Kepala BAPENDA dengan melampirkan: 
a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi 

identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal 
dikuasakan; 

b. dokumen pendukung yang dapat 
menunjukkan bahwa surat ketetapan 
Pajaktidak benar atau seharusnya tidak 
diterbitkan sehingga dapat dibatalkan· , 

c. dokumen pendukung lainnya. 
Permohonan pembatalan diajukan paling la 10 
(sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimany ma . . a surat 
ketetapan paJak, kecuali Wajib Paiak d 

. kk b h , k '1 apat menunJu an a wa Jang a waktu tidak d 
dipenuhi karcna keadaan di Juar kekuasaa apat . nnya. 
Penyampa1an permohonan pembatalan seba aim 
dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan: g ana 
a. secara Iangsung; 



md,\l\lt l''"' ,1tn\\ j,,~, P<'.t,~itimnn ttn·,,tnl: 
m,m 
~'\'~\m (' 1h' !c' mdntui nptikn&i rt'I"P-'l..inlmn 
da('l'nh. 

(5) 1\u\~nl pt'lll'l'im.mn ~nrnt ym,Q dijnciikim dn~i,r untuk 

nwmpro$CS surnt '?('nlmht,nnn ~t'b..~,imnn n 
dinmk~ud J.~ldn n_,~t (4) Hci!\lah: 

a. hlt\..l;_~al tt•rimn s umt dnri Wnjib ~\itlk. dnlnm 
h nl di~1mp.aikm1 St"-'~m hu~sUt\.'! ott'l1 Wnjib 
~,jnk p:,dt\ peh~ns Tt'lnp.'lt Pt-Jnynnnn 
BAP&NDA; 

b. t:tu~~,l terimn sumt oleh BAPENDA. dnlnm 
hnl s umt pt'.rmohonon disnmpniknn mt.'lnlui 
poo ntnu jnsn pengirimnn tercntut: ntmt 

c. tnt\_i1,Snl tcrimn sumt dnri \Vnjib ~1,jnk St't.'nrn 
m1li11t'. dnlnm hnl disnmp.'lH,,<ln st'C'nm 011/im:· 
mefalui npliknsi perpajnk'1\tl daenu1. 

(6) Ketentunn mt'ngt'n ni bentuk dnn isi fomulir 
penuohomm pemb.."ltnltm seb.•1gaimnnn dimnk-sud 
pudn ~·at (1) terc-nntum pndn Lamp.iron V ynng 
mc.'rUp.'lknn b..~nn tidnk te.rpisahknn dnri Pt'ratumn 
Bupa.ti i11L 

Pi,sal 64 
(I) Kcp.'lla BAPENDA mcnindnklnnjuti dengnn 

mclnkuknn peme.riksnnn pcnnohonnn pembatnlnn 
Wnjib Pnjnk ynng tclnh mcmenuhi persyamtnn 
scbngaimnnn dimnksud dntnm ~1snl 63 n:,-at (1) dnn 
{\)"lll (2), 

(2) Pcrmohonnn J)('mbatulnn ynng tidnk memcnuhi 
pe.rsynmtnn scbugnimnnn dimnksud dnlnm Pnsal 63 
{\YUt (1) dnn nynt (2), dianggup buknn sebngai s umt 
pcrmohonnn st-hin_,~n tidnk dipertimbangknn. 

(3} Dnlmn hnt pc.·nnohonnn pembatnlnn tidak dnpnt 
dipe.rtimbungk-un seb.l\gi,imnnu dimaksud padl\ nynt 
(2), Kcpaln BAPENDA hnrus mengembaliknn 
pem1ohonnn kepa.dn Wttjib Pajak ntnu kunsnnyn 
disertai nlt,&m ynng mcndnsnr. · 

(4) Dnlnm llRl permohomm pembutnlnn t:idnk dnpat 
dipe.-rtimbangk-nn se-b._'\gtlimnnn dimnksud padn t'Wnt 
(2), Wnjib Pnjnk •~1nsih dnput mengnjuka n 
pcrmohonim kembnh s~pnnjnn.g mcnumuh· 

lu,r.< • d • l persynmtnn sc.,.--e,mmnnn . tmnksud dnlnm Pnsnt 63 
nynt (l} dnn oyot (2). 



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

-44-

Pasal65 
Pemcriksaan h . · pcrmo onan pcmbatulan scbagaimana 
dtmaksud dalam Pasal 64 ayat (1), Kcpala BAPENDA 
dapal meminta dokumcn, dalu dan/ atau informasi 
yang diperlukan mclului penyampaian surat 
permintaan dokumcn, data, dan/ atau informasi 
lainnya. 

Dokumen scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus dipenuhi Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari 
kerja lerhitung scjak tanggal surat permintaan 
diterima. 
Dal am rangka pemeriksaan permohonan 
pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Kepala BAPENDA dapat meminta keterangan 
tambahan kepada Wajib Pajak dengan 
menyampaikan surat perrnintaan keterangan 
tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan 
keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling 
lama 5 (lima) Hari. 
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian 
atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (3), permohonan pembatalan 
tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, 
informasi, dan/ atau keterangan yang ada atau yang 
diterima. 

Pasal 66 
(1) Kepala BAPENDA memberikan keputusan atas 

permohonan pembatalan dalam jangka waktu 
paling lama 6 (enam) bulan hari kerja sejak tanggal 
surat permohonan pembatalan diterima. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat berupa menerima atau menolak permohonan 
Wajib Pajak. 

(3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) 
bulan (sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah 
terlampaui, tetapi Kepala BAPENDA tidak memberi 
keputusan, pcrmohonan dianggap diterima dan 
Kepala BAPENDA mencrbitkan surat keputusan 
pembatalan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak 
paling lama 7 (tujuh) hari kcrja. 

Pasa167 
Dalam hal diterbitkannya Surat Keputusan Pembatalan, 
maka pejabat yang ditunjuk melakukan hal-hal sebagai 

berikut: 



a. 

b. 

c. 
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pembatalan surat ketetapan Pajak yang lama 
dengan cara menerbitkan surat ketetapan Pajak 
yang baru yang telah mengurangkan atau 
memperbaiki Surat Ketetapan Pajak yang lama; 
pemberian tanda silang pada surat ketetapan Pajak 
yang lama dan selanjutnya diberi 
catatan/keterangan bahwa surat ketetapan Pajak 
"DIBATALKAN", serta dibubuhi paraf dan nama 
pejabat yang bersangkutan; dan 
memerintahkan kepada wajib Pajak untuk 
melakukan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari 
setelah diterima surat ketetapan Pajak yang baru. 

BAB VIII 
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI 

ADMINISTRATIF 

Pasal 68 
(1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak Bupati melalui 

Kepala BAPENDA dapat mengurangkan atau 
menghapuskan sanksi administrasi Pajak berupa 
bunga, denda atau kenaikan pajak yang terutang 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­
undangan yang berlaku. 

(2) Pemberian pengurangan atau menghapuskan sanksi 
administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dikarenakan kealpaan Wajib Pajak, bu.Jean 
karena kesalahan atau mengalami kesulitan 
keuarigan. 

Pasal 69 
(1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 

a dministratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 
ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
a. tidak diajukan keberatan; 
b. diajukan keberatan, tetapi tidak 

dipertimbangkan; 
c. tidak diajukan permohonan pengurangan 

atau pembatalan terhadap ketetapan pajak 
yang sedang diajukan permohonan 
pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif atau diajukan permohonan 
pengurangan atau pembatalan terhadap 
ketetapan pajak yang sedang diajukan 
permohonan pengurangan a tau 
penghapusan sanksi administratif tetapi 
dicabut oleh Wajib Pajak; 



(2) 

(3) 

(4) 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 
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1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) 
ketetapan pajak; 

permohonan harus diajukan sccara tcrtulis 
daJam Bahasa Indonesia; 
surat permohonan ditandatangani oleh Wajib 
Pajak dan dalam ha! surat permohonan 
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, 
surat permohonan tersebut harus dilampiri 
dengan surat kuasa; 
sanksi administratif belum dibayar a tau 
belum dilunasi oleh Wajib Pajak; dan 
jumlah kekurangan pembayaran pajak yang 
menjadi dasar pengenaan sanksi 
administratif telah dilunasi oleh Wajib Pajak. 

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
adrninistratif Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati 
melalui Kepala BAPENDA, dengan melampirkan: 
a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi 

identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal 
dikuasakan; 

b . mengemukakan jumlah sanksi administratif 
menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan; 
dan 

c. dokumen pendukung yang lainnya. 
Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dan ayat (2) diajukan paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan sejak tanggal diterimanya surat 
ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 
Penyampaian permohonan pengurangan a tau 

Pajak 
dapat 

penghapusan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan: 
a. secara langsung; 
b. melalui pas atau jasa pengiriman tercatat; 

a tau 
c. secara online melalui aplikasi perpajakan 

daerah. 
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(5) Tnnggal penerimaan surat yang dijadikan dasar 

untuk mcmproses surat permohonan scbagaimana 
dimaksud pndn nynt (4) ndalah: 
n. tanggal lerimn sural dari Wajib Pajak, dalam 

hat disampnikan sccara langsung oleh Wajib 
Pajak padn petugas Tempal Pelayanan 
BAPENDA; 

b. tnnggal terimn surat olch BAPENDA, daJam 
hat surat permohonan disampaikan melaJui 
pos atau jasa pengiriman tercatat; a tau 

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara 
on.line, dalam hal disampaikan secara online 
melalui aplikasi perpajakan daerah. 

(6) Ketentuan mengenai bentuk dan 1s1 fomulir 
permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
adrninistratif sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum pada Larnpiran VI yang rnerupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 70 
(1) Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan 

melakukan pemeriksaan permohonan pengurangan 
atau penghapusan sanksi administra.tif Pajak Wajib 
Pajak yang telah memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 69 ayat (1) dan 
ayat (2). 

(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif Pajak yang tidak memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 69 
ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat 
permohonan sehingga tidak dipertimbangkan. 

(3) Dalam hal permohonan pengurangan atau 
penghapusan tidak dapat dipertimbangkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau 
Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 
10 (Sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya 
surat permohonan harus mengembalikan 
permohonan kcpada Wajib Pajak atau kuasanya 
disertai alasan yang mendasar. 

(4) Oalam hal permohonan pcngurangan atau 
penghapusan sanksi administratif Pajak tidak dapat 
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan 
kembali dengan memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan 
ayat (2). 



Pnsnl 71 
(1) Dalam rangkn mcmcriksn pcrmohonnn Pt'n~urnnf{nn 

atau pcnghnpusnn snnksi nctministrntlf Pt\lnk 
scbagnimnnn dimnksud ctnlnm Pcrnnl 70 nyn t I l), 
Kcpala BAPENDA dnpnt mcmintn dokum<'n, dntn, 
informasi yang dipcrtuknn mclnhti penynmpuinn 
sural pcrmintnan dokumcn, dnn/ ntnu informnsi 
lainnya. 

(2) Dokumcn scbagnimnm, dimaksuct pndn nynt (1) 
harus dipcnuhi Wnjib Pajok poling lnmn 5 (limn) hnri 
kerja scjak tnnggal surnl pcnnintnnn ditcrimn. 

(3) Dalam rangka mcmcriksn lcbih lnnjut ntns 
permohonan pcngumngan ntnu pcnghnpusnn 
sebagaimana dimaksud Pnsnl 70 nynt ( t}, Kcpoln 
BAPENDA dapat mcminta kctcmngnn tombnhnn 
kepada Wajib Pajak dengan mcnynmpnikun surnt 
permintaan kcterangan tambnhnn dnn Wnjib Pr\fnk 
harus memberikan kctemngnn ynng dimintn dnlnm 
jangka waktu paling lama 5 (limn) harl. 

(4) Dalam hal Wajib Pajnk tiduk mcmcnuhi scbnglnn 
atau seluruh permintaan scbognimnnn dimnksud 
pada ayat (1) dan ayat (3), pcrmohonnn pcmbcbnsun 
atau penghapusan sanksl admlnlstrnt.if Pajuk 
sebagaimana dimaksud dalam Pnsnl 68 ayut (1), 
tetap diproses sesuai dengan dokumen, dntn, 
inforrnasi, dan/ atau kcterangan yang ado ato.u ynng 
diterima. 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal 72 
Sctclah dilakukan pcmoriksann sebngn{mnn{l 
dimaksud dalam Pasnl 70 nynt (1), Bupnti ntuu 
Kepala BAPENDA member! keputuson utus 
permohonan pcngurangan atau pcnghupus(m snnksi 
adminitratif Pajak dalnm jangkn wnktu pnting lnrnu 
2 (dua) bulan scjak tnnggnl surnl pcrmohonon 
diterima. 
Keputusan sobagnimnna dimuksud podn nyot. (1) 
dapat bcrupa mcncrimn ntnu mcnolnk pormohonm, 
Wajib Pajak 
Apabila dnlam jnngkn wnktu 3 (tigo) bitlnn 
scbagaimana dimctksud pndn nyol (1) leloh 
terlampaui tctapi Bupatl otnu Kcpnlu OAPENt)A 
tidak mcmberl kepulusun, pcrmohonnn 
pcngurangnn ntnu penghnpusnn 1mnksl odmiHtmUr 
Pajak dianggnp dikabulkon dnn Bupotl ntnu J(opnln 
BAPENDA mcncrbitknn surol kCf'>\llmmn 
pcngurangnn ntau pcnghnpu~nn sunksl 1ulmlstrntlf 
Pajakscsuni dcngon pc,mnohonon W1tjtl, P.-\jnk pnllng 



lmnn l (sntu) bulnn ~t',jnk brrnkhirnyn jnngkn woktu 
s br\gnhnnnn dimnksud pndn nynt ( l ). 

OAlllX 
TATA CARA PENOEMDAl,lAN Kl~t.EOll lAN PEMBAYARAN PAJAK 

(\) 

(2) 

(3) 

Pnsnl73 
Wt\lil> f>ojnk dopnt mcngf\iuknn pcrmohonan 
pcngl!mbnlinn otns kclcbihon pcmbnynrnn Pojnk 

kcpndn Kcpnln BAPENDA. 
Pcrmohonnn pcngomlmllnn scbngoinmnn dimnksud 
pndn nynl ( l) pnling scdikil mcmunt: 
n. idcntitns Wt\jlb Pajnk otnu kuasnnya apobila 

b. 

c. 
ct. 

f. 

dikunsnkonj 
nomn don olmnnt Wt\jib Pajnk atnu kuasanya 
npoblln dikunsoknnj 
NPWPD; 
mnsct pf\jok dnn tnhun pnjoki 
p rhitungon pajnk ynng tcrutang menurut 
Wajib Pajok; 
bcsnrnyn jumtnh kcl cbihan pembaynran 
pajnk; dnn 

g. Nomor Rckcnlng Bnnk Wajlb Pajak. 
Pcnnohonnn pcngcmbatlnn scbngnimana dimaksud 
pndn nynl (2) mctnmpirkon doki1men : 
n. fotokopi idontitns Wajib Pajnk ntnu fotokopi 

idcntitns kunsn Wajib Pajak dalam hal 

b. 

c. 

d. 

ctikunsnknn;. 
fotokopi SKPOKB, SKPDKBT, 
K bcmtnn, putusnn bnnding. 
Pcnh\inunn Kcmbnli ntau 
Pembctulon; 

Keputusan 
Keputuso.n 
Keputusan 

fotokopi SSPD untuk mnsa pnjak yang 
mo1\jndl dnal\r pcrmohonnn; 
Sumt Kumm (npobiln dikunsnknn); dan 
fotokopi buku Bonk npnbtln pemba.ynran 
dllokuknn mclnlui trnns fcr Bnnk dengan 
mcmpcrlihtllkon nslin,ya. 

Pcrmohonnn pl'ngcml>nllnn sebngnimnnn dimnksud 
podn twnt (1) dnn n,ynt (2), diojuknn sccnm tcrtulis 
poling lonlC\ t 2 (dun betos) bulRn sejak saat 
limbulnyn kol~blh t\l\ pt'mbnyorcm p1\jnk. 
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Pasal 74 
(1) Penyampaian perrnohonan pengembalian 

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 73 ayat (1) 
dapat dilakukan: 
a. secara langsung; 
b. melalui pos atau jasa pengirirnan tercatat; 

atau 
c. secara online melalui aplikasi perpajakan 

daerah. 
(2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar 

untuk memproses surat permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

a . tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam 
hal disampaikan secara langsung oleh Wajib 
Pajak pada petugas Tempat pelayanan 
BAPENDA; 

b. tanggal terima surat oleh BAPENDA, dalam 
hal surat permohonan disampaikan melalui 
pos atau jasa pengiriman tercatat; atau 

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara 
online, dalam hal disampaikan secara online 
melalui aplikasi perpajakan daerah. 

Pasal 75 
Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan 
melakukan pemeriksaan permohonan pengembalian 
Wajib Pajak yang telah memenuhl persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dan 
ayat (3). 
Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 
ayat (2) dan ayat (3), dianggap bukan sebagai 
permohonan pengembalian, sehingga tidak dapat 
dipertimbangkan. 
Dalam hal perrnohonan pengembalian tidak dapat 
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling 
lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya 
surat permohonan harus mengembalikan 
permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya 
disertai alasan yang mendasar. 
Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat 
dipertimbangkan, Wajib Pajak dapat mengajukan 
permohonan kernbali dengan memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dan 

ayat (3). 
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Pasal 76 
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua 

belas) bulan, sejak diterimanya permohonan 
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (1), 
harus memberikan keputusan. 

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) telah dilampaui dan Bupati tidak 
memberikan suatu keputusan, permohonan 
pengembalian pembayaran pajak dianggap 
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(3) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak atau 
lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu 
utang Pajak tersebut. 

(4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) 
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. 

{5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 
dilakukan setelah lewat 2 {dua) bulan, Bupati 
memberikan imbalan bunga sebesar 0,6 % (Nol 
koma enam persen) sebulan atas keterlambatan 
pembayaran kelebihan pembayaran pajak. 

BABX 
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK 

Pasal 77 
(1) Pemeriksaan pajak ditujukan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan wajib pajak dan 
pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang­
undangan perpajakan daerah. 

(2) Pemeriksaan pajak dilakukan dalam bentuk: 
a. pemeriksaan sederhana; dan/ atau 
b . pemeriksaan lengkap. 

(3) Pemeriksaan sederhana dapat dilakukan dilapangan 
dan di BAPENDA terhadap Wajib Pajak untuk tahun 
berjalan dan/ a tau tahun-tahun sebelumnya yang 
dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan 
dengan bobot dan kedalaman yang sederhana. 

(4) Pemeriksaan lengkap dilakukan di tempat Wajib 
Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun 
sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan 
teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam 
pemeriksaan pada umurnnya. 
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Pasal 78 
Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 77 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara: 
a. memberitahukan agar Wajib Pajak mcmbawa tanda 

pelunasan pajak, buku catatan dan dokumcn 
pendukung lainnya termasuk keluaran dari media 
komputer dan perangkat elektronik pengolah data 
lainnya; 

b. meminjam buku, catatan dan dokumen pendukung 
lainnya termasuk keluaran dari media komputer 
dan pengolah data lainnya dengan memberikan 
tanda terima; 

c. memeriksa buku, catatan dan dokumen pendukung 
lainnya termasuk keluaran dari media komputer 
dan pengolah data lainnya; 

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari 
Wajib Pajak yang diperiksa; 

e. meminta keterangan dan/atau bukti yang 
diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai 
hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa. 

PasaJ 79 
Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 
77 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara: 
a. memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya 

sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan 
daerah; 

b. memeriksa buku, catatan dan dokumen pendukung 
lainnya termasuk keluaran dari media komputer 
dan pengolah data lainnya; 

c. meminjam buku, catatan dan dokumen pendukung 
lainnya termasuk keluaran dari media komputer 
dan pengolah data lainnya dengan memberikan 
tanda terima; 

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari 
Wajib Pajak yang diperiksa; 

e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga 
merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, 
barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang 
keadaan usaha dan/ atau tern pat lain yang dianggap 
penting serta melakukan pemeriksaan di tempat 
terse but; 

f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan 
tertentu apabila Wajib Pajak atau wakil atau 
kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk 
memasuki tempat atau ruangan tertentu, atau tidak 
di tempat pada saat pemeriksaan; 



g. 
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~eminta keterangan 
dtperlukan d . . dan/atau bukti yang 
h an p1hak k r 

ubungan dengan W .. : iga yang mempunyai 
a.Jtb Pa_iak yang dipcriksa. 

Pasal 80 
Apabila pada saat d"l 
Wajib Pa·ak 1 a~kan pemeriksaan Iapangan, 
tempat U a~u wakil atau kuasanya tidak ada di 
ada ih_:menksaan tetap dilaksanakan scpanjang 

be~ak m;ang_ . me~punyai kewenangan untuk 
k wakih WaJtb Pajak sesuai dengan batas 

~wenangannya, dan selanjutnya pemcriksaa n 
dt~da dan untu.k dilanjutkan pada kesempatan 
berikutnya. 

Untulc keperluan pengamanan pemeriksaan, 
sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa 
dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan 
yang diperlukan. 

Apabila pada saat pemeriksaan lapangan 
dilanjutkan setelah dilakukan penundaan, Wajib 
Pajak atau wakil atau kuasanya tidak juga ada di 
tempat, pemeriksaan tetap dilakukan dengan 
terlebih dahulu minta pegawai Wajib Pajak yang 
bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna 
membantu kelancaran pemeriksaan. 
Apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak 
memberikan ijin untuk memasuki tempat atau 
ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi 
bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta 
memberikan yang diperlukan, Wajib Pajak atau 
wakil atau kuasanya harus rnenandatangani surat 
pernyataan penolakan rnembantu kelancaran 
pemeriksaan. 
Apabila Wajib Pajak atau yang diminta mewakili 
Wajib Pajak rnenolak untuk rnembantu kelancaran 
pemeriksaan, yang bersangkutan harus menanda 
tangani surat pemyataan penolakan pemeriksaan. 
Apabila terjadi penolakan pen~ndatanganan surat 
penolakan pemeriksaan: pernenksa m:mbuat berita 
acara penoJakan pemeriksaan yang d1tandata.ngani 

oleh pemeriksa. 
Surat pemyataan penolakan pemeriksaan, surat 

ataan penolakan membantu perneriksaan dan 
pemy 'k d 
b 'ta acara penolakan pemen saan apat dijadikan 
en be . 

d untuk penetapan sarnya paJak terutang 
asar J'abatan atau dilakukan penyidikan. 

secara 



(8) 

( J) 

(2) 

(3) 

(4) 

(SJ 

Pcnicr'k 
. I :-.n rnombu It I 

digunnknn Acbugn'I 
1
"Porun pcm,irilouu1n 11111 uk 

Sl<PDl<B1' ntnu STPI; nt-1nr Pcncrhi11111 8Kl'Of<fl, 
pclokaunnnn k llfuu lujun11 loin unluk 

1 clcntunn p . . 
unc,ongnn pcrp . k c, nluron Pcn111clnng~ 

l\lU An cfncroh . 

Pusnf 81 
Apobila pcrhilun n 
dolorn Sl(PDl<B g n bcAnruyu pajnk yong lcrulang 

den ' Sl<PDKOT <Ian STPD bcrbcdo gan SPTPD ,. 
dibcr·t I k , pcruccJnnn bcsnrnyn pajak 

J n 1u an kcpada Wajib P . k 
Pcmberian ton l\JCt . 

b 
ggapan atas hasil pcmcriksaan dan 

pem ahasan akh • . 
. . 1r pcmcriksaan Icngkap 

d1seJcsa1kan dal k . am wa_ tu paling Jama 30 (tiga 
puluh) hari sctclah pcmcriksaan sclcsai dilakukan. 
Pcmbcrian tanggapan atas hasil pcmcriksan 
lapangan diJakukan dalam waktu paling lama 14 
(empat bclas) hari sctclah pemcriksaan lapangan 
selesai dilakukan. 

Hasil pemcriksaan kantor disampaikan kcpada 
Wajib Pajak scgcra sctclah pemeriksaan lapangan 
selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan 
Wajib Pajak. 
Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan 
atau tidak menghadiri pcmbahasan akhir hasil 
pemeriksaan, STPD diterbitkan sccara jabatan, 
berdasarkan hasil pcmeriksaan yang disampaikan 
kepada Wajib Pajak. 

(6) Pemberitahuan hasil pcmcriksaan kcpada Wajib 
Pajak tidak dilakukan apabila pcmeriksaan 
dilanjutkan dcngan penyidikan. 

(7) Apabila dalam pcmeriksaan ditemukan bukti 
permuJaan tentang adanya tindak pidana di bidang 
perpajakan dacrah, pemeriksaan tcta~ dilanjutkan 
dan pemcriksa membual laporan pemeriksaan. 

BABXf 
f>ENGELOLAAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN PELAYANAN 

(1) 

Pasal 82 
BAPENDA wajib mengcJola pcngadu~n, saran dan 

tas PeJoyanan Pajak Air Tanah dari 
masukan a 

_,, t esuai kctcntuan Pcraturan Perundang­
masyar~a s 
undangan 



r 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 
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Pengaduan 
ct· saran d 1maksud d an masuk a pa a ayat (l) d . an sebagaimana 

· kotak saran / k apat disampaikan mclalui · 
b. . otak pc d . 

media teknolo . . nga uan, dan 
Ketentuan lebih f ~ t~formasi dan komunikasi. 
pengelolaan p nJut mcngcnai tata cara 
operasional engaduan diatur dalam standar 
BAPENDA. prosedur dcngan Pcraturan Kepala 

BAB XII 
SOSIALISASI DAN EDUKASI 

Pasal 83 
BAPENDA dapat melakuk . . . kepada an sosialisas1 dan edukasi 

masyarakat dan wajib pajak 
Bentuk sosiali · b . sasi dan edukasi yang dilakukan 
se agaunana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 
a. Penyuluhan 
b. Seminar 
c. Sosialisasi 
d. Penyebaran informasi melalui media 

elektronik maupun media ceta.k, pamphlet, 
spanduk, baliho 

BABXIIl 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 84 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku : 

a. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 13 
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 7 Tahun 

2012 Ten tang Pajak Air Tanah. 



Pnsnl 85 

Pcrnturnn Bupnti ini mulai berlaku pada tanggal 
cliundnngkan. 

Agor scliap orang mcngetahuinya, memerintahlan 
pcngundangan Pera tu ran Bupati m1 dengan 
pcncmpatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Ogan 
l<omcring Ulu Timur. 

Ditetapkan di Mart ura 
pada tanggal ~ .... 711'1,""",., 2.o~ 

Diundangkan di Martapura 
pada tanggal /<, ;JJ11uati .to.l..t'! 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

KOMERING ULU TIMUR, 

~-

SERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024 

NOMOR 

. ' " .. 


